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Ketegangan di Laut Cina Selatan dipicu secara langsung oleh klaim sepihak Republik Rakyat
Cina (RRC) atau Cina atas hampir seluruh wilayah perairan tersebut melalui apa yang mereka
sebut sebagai "sembilan garis putus-putus" (nine-dashed line) atau bentuk lainnya.! Klaim
kewilayahan yang hanya menekankan pada aspek historis dan bertentangan dengan hukum
laut internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) ini mengakibatkan tumpang tindih
kewilayahan antara Cina dengan empat negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN), yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Taiwan, sebuah entitas
politik yang oleh Cina dianggap sebagai bagiannya, juga turut terlibat dalam tumpang tindih
wilayah ini. Meskipun secara konsisten menyatakan diri sebagai negara yang tidak memiliki
klaim (non-claimant state) dalam sengketa kewilayahan di Laut Cina Selatan, Indonesia tetap
terdampak oleh klaim sepihak Cina itu karena klaim garis putus-putus Cina—baik dalam
bentuk sembilan garis atau lebih—merambah masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna.’

Salah satu negara yang paling terdampak dari klaim sepihak Cina di atas adalah Vietnam dan
Filipina. Sejarah mencatat bagaimana Vietnam telah menjadi korban dari serangkaian
insiden mematikan dan provokatif yang dipicu oleh Cina, seperti pertempuran maritim
berdarah dalam perebutan Kepulauan Paracel pada Januari 1974, serta bentrokan bersenjata
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di Johnson South Reef (Kepulauan Spratly) pada Maret 1988, yang menewaskan puluhan
tentara Vietnam dan menenggelamkan kapal mereka.? Insiden antara kedua negara masih
berlangsung di abad 21 ini. Pada Mei hingga Juli 2014, terjadi krisis besar ketika Cina secara
sepihak menempatkan anjungan pengeboran minyak raksasa Hai Yang Shi You 981 di
perairan ZEE Vietnam, memicu aksi penabrakan ratusan kapal dan gelombang protes besar
di Vietnam.*

Di sisi lain, Cina telah berulang kali melanggar kedaulatan Filipina dengan menduduki dan
membangun infrastruktur di beberapa dangkalan laut seperti Mischief Reef dan Second
Thomas Shoal, serta mengganggu kegiatan nelayan di Scarborough Shoal. Salah satu insiden
paling menonjol yang menyita perhatian dunia pada dasawarsa yang lalu adalah ketegangan
(standoff) di Scarborough Shoal pada April 2012.° Insiden ini bermula ketika kapal perang
Angkatan Laut Filipina (BRP Gregorio del Pilar) berusaha menangkap para nelayan RRC yang
melakukan penangkapan ikan ilegal. Namun, manuver Filipina dihalangi secara agresif oleh
dua kapal pengawas maritim Cina (China Marine Surveillance) yang tiba-tiba memblokade
pintu masuk laguna. Kebuntuan selama berbulan-bulan ini berujung pada pengkhianatan
kesepakatan damai, di mana Cina akhirnya merampas kendali de facto atas wilayah tersebut.

Menghadapi arogansi Cina yang seolah tanpa henti itu, pemerintahan Presiden Benigno
Aquino Jr. mengambil langkah tegas dengan mengajukan arbitrase ke Mahkamah Arbitrase
Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2013. Upaya Presiden
Aguino Jr. itu menuai hasil menggembirakan: pada 12 Juli 2016, Filipina berhasil
memenangkan putusan secara telak. Putusan PCA menegaskan butir-butir penting yang
melemahkan klaim Cina, antara lain, bahwa klaim Cina atas “hak historis” dalam sembilan
garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS.® Putusan juga
menyatakan bahwa Cina telah melanggar hak berdaulat Filipina atas sumber daya di ZEE dan
landas kontinennya. Selain itu, tindakan Cina yang menghalangi nelayan tradisional Filipina
dan melakukan reklamasi lahan di fitur-fitur seperti Karang Mischief dinyatakan sebagai
pelanggaran UNCLOS. Putusan PCA menilai Cina telah melanggar UNCLOS karena
mengoperasikan kapal penegak hukum secara berbahaya, yang berisiko menimbulkan
tabrakan.
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Putusan ini menjadi standar hukum internasional yang menguntungkan negara-negara
ASEAN lainnya karena memberikan kepastian hukum berbasis UNCLOS. Sejak putusan
tersebut, dukungan internasional terhadap legalitas putusan semakin meningkat. Dukungan
tegas datang dari berbagai negara dan forum global—termasuk negara-negara G7 (Amerika
Serikat, Jepang, serta negara-negara lainnya), Australia, hingga Uni Eropa—yang dalam
setiap komunike bersamanya selalu menegaskan bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat
mengikat (legally binding) dan menjadi landasan fundamental dalam menyelesaikan
perselisihan.” Putusan ini juga sering dikutip dalam sidang International Tribunal for the Law
of the Sea (ITLOS), sebuah badan peradilan independen di bawah mandat PBB yang secara
khusus dibentuk untuk mengadili sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut.?

Indonesia dan sebagian besar negara ASEAN menyambut putusan ini sebagai upaya
penguatan tatanan berbasis aturan (rules-based order). Secara internal, negara-negara
ASEAN merespons putusan di atas dengan menerapkan kehati-hatian. Mereka merilis
pernyataan yang menyerukan resolusi damai dan perlunya menjaga tingkah laku yang
sejalan dengan UNCLOS, meskipun tidak secara eksplisit mengecam Cina demi menjaga
hubungan ekonomi. Di Indonesia, sambutan ini dimanifestasikan melalui langkah diplomatik
yang terukur dan memegang teguh prinsip. Segera setelah putusan keluar pada 12 Juli 2016,
Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan resmi dari Menlu Retno Marsudi menyerukan
kepada semua pihak untuk menahan diri, menjaga perdamaian kawasan, dan menegaskan
kembali betapa pentingnya menghormati hukum laut internasional UNCLOS 1982.° Sikap
tegas Indonesia terlihat makin jelas dalam manuver diplomatik yang sangat terkenal pada
Mei dan Juni 2020. Melalui nota diplomatik resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan lantang membungkam ekspansionisme Beijing
dengan mengutip secara eksplisit Putusan Arbitrase 2016 tersebut, menegaskan bahwa
klaim hak historis Cina (sembilan garis putus-putus) bertentangan secara absolut dengan
UNCLOS.*

Namun, patut disayangkan, RRC secara terbuka menolak putusan tersebut dan tidak
menunjukkan niat untuk mematuhinya. Cina justru terus menjalankan operasi "zona
abu-abu" (grey zone operations) untuk memaksakan kendali mereka di wilayah-wilayah
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perairan yang mereka klaim. Sebenarnya pasca Putusan Arbitrase 2016 di atas Filipina
sempat mencoba menjalin hubungan diplomatik yang dekat sepanjang kepemimpinan
Presiden Duterte, namun sikap RRC tidak berubah dan tetap melancarkan manuver agresif
yang merampas hak berdaulat Filipina. Misalnya, nelayan Cina menduduki Karang Whitsun
pada bulan Maret-April 2021 dengan dalih berlindung dari badai meski cuaca bersahabat.™
Sebagai contoh tambahan, Pasukan Penjaga Pantai Cina dan militer mereka sering kali
memblokade dan mengintimidasi rute kapal-kapal logistik sipil Filipina yang berusaha
mengirimkan pasokan makanan dan material bangunan untuk marinir Filipina yang berjaga
di BRP Sierra Madre, kapal veteran Perang Dunia 2 yang didamparkan di Second Thomas
Shoal pada tahun 1999. Insiden-insiden terbaru yang dialami Filipina bahkan amat
mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kapal Penjaga Pantai Cina
menembakkan meriam air (water cannon), menyorotkan laser tingkat militer yang
membutakan kru kapal Filipina, hingga dengan sengaja melakukan penabrakan fisik terhadap
armada sipil dan penjaga pantai Filipina di Second Thomas Shoal.’? Di saat yang sama,
wilayah perairan Indonesia juga tidak luput dari operasi zona abu-abu. Antara tahun 2017,
hingga puncaknya di akhir tahun 2021, RRC mengerahkan kapal Penjaga Pantai (CCG 5202)
dan kapal survei raksasa Haiyang Dizhi Shihao untuk beroperasi di ZEE Indonesia serta
mengintimidasi aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas Indonesia di wilayah Blok
Tuna, Laut Natuna Utara.”

Tindakan provokatif Cina yang melawan putusan hukum internasional ini sangat
membahayakan stabilitas Asia Tenggara dan menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi
negara-negara di kawasan yang berharap sebuah kekuatan besar bersedia bertindak sesuai
koridor hukum internasional.

Peringatan 10 tahun putusan arbitrase pada tahun 2026 harus menjadi titik tolak bagi
stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, perlu mengambil langkah
strategis, yaitu memperkuat kepemimpinan kolektif, meningkatkan investasi dalam
keamanan maritim, dan berupaya keras untuk menyusun Pedoman Tata Perilaku (Code of
Conduct) atau COC yang konsisten dengan isi putusan arbitrase tersebut.'* Sebagai negara
terbesar dan pemimpin de facto di kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus mendorong
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konsensus ASEAN untuk tidak membiarkan putusan ini terlupakan dan menjadikannya dasar
dalam setiap perundingan batas maritim.

Sementara itu, negara-negara ASEAN perlu melakukan kerja sama dalam melakukan
pemantauan domain maritim, antara lain dengan melakukan pemantauan berbasis teknologi
untuk mendokumentasikan setiap pelanggaran di lapangan. Akhirnya, perundingan COC
yang ditargetkan selesai tahun 2026 harus menjadi alat implementasi putusan PCA di atas.
COC vyang substantif dan komprehensif wajib memiliki pasal yang secara eksplisit
menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tunduk pada UNCLOS, termasuk Putusan Arbitrase
12 Juli 2016, sehingga tidak menyusutkan kekuatan hukum yang sudah dimenangkan.
Dengan menjadikan putusan PCA 2016 sebagai basis hukum dalam kebijakan nasional dan
regional, negara-negara ASEAN dapat menjaga kedaulatan mereka di tengah krisis geopolitik
yang bersumber dari sikap RRC yang menganggap putusan tersebut “tidak relevan sama
sekali dengan COC.”*
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